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Abstrak
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Penulisan Skripsi mengenai Implerr;entam Program Kartu ‘I'ang@ Penduduk Elektronik (e-KTP) ini
dimaksudkan agar memperoleb_,.ga'mbaran mengenai bagaimana proses, pengimplementasian kebijakan
yang dilakukan Dinas Kepehdudukan dan Pencatatan Sipil terutamaiaa'iam pelaksanaan program e-
KTP di Kabupaten Mefawi. Judul_skripsi ini di peroleh berdasarkan fenomena yang terjadi yakni
mengenai pengm)pr mentasian, program e-KTP yang belum ‘mencapai target yafig,telah ditentukan.
Dalam penellya'n ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode
kualitatif. SUbjek dalam*'penelitian ini adalah pemerintah yakni pihak Dinas Kepenaudukan dan
Pencatatan Sipil selakuspihak implementor dan masyarakat yang terlibat dalam implementasi k-qbljakan
e-KTR" ini.teknik_pengutpulan data yang digunakan yaitu: teknik wawancara, observasiserta
dol«fmentam Kesumpulan dari penelitian ini yaitu pengimplementasian program..e-KTP belum ‘hisa
mencapal target yang telah ditetapkan ‘dikarenakan adanya beberapa faktor yang menjadi penghambat
dalam pelaksanaanya yakni faktor sumber daya-yang yaag mellputl sumber daya manusia dan sumber dew/a
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X Abstract J

Essay Writl’hgeon the implementation (of the -electronic-population sign card program isfintended to
acquire an overview of how the process of policy implementation dore recording servige and civilian
population, esp'eually in t e implementation of the.e-KTP,pragram in the Melawi regency. title of this
essay is obtained’hased on the phenomenon that is happenmg on the implementation 6f e-KTP program
that has not reached,_a predetermined target. In this study researchers used prlm‘arlly to descriptive
research using qualltat'Ve‘meﬂ]Qgs subjects in this study is that the official-gov. ‘Tnment population and
civil registration as the im_lementor arﬁ‘the‘peopke involved-in“the implementation of this policy of the
e-ktp card. data collection techniques used were interview, observation and documentation. Conclusion
of this research is the implementation of e-ktp card program has not been able to achieve the set targets
due to several factors which is the bottleneck in the implementation of resource factors that include
human resources and equipment resources.
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A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Penelitian

Kartu tanda penduduk elektronik ( e-KTP )
merupakan salah satu wujud dari penerapan e-
government yang sedang berkembang di Indonesia.
Implementasi Program e-KTP ini direalisasikan
berdasarkan pada Undang-Undang Republik
23 Tahun 2006
Kependudukan yang menyatakan

bahwa penduduk hanya diperbolenkan memiliki satu

Indonesia  Nomor tentang

Administrasi

KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan
(NIK). Penerapan e-KTP juga telah di atur dalam ’
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009« temang
KTP Nor’ﬁ.gr Induk
Kependudukan dan Perpres ,NUmor 35 Tahun 2010
Tentang Perubahan At,j\s Peraturar Presiden Nomor
26 Tahun 2009 Ten-tang Penerapan Kartu Tanda -

Penduduk Ber,ba5|s Nomor Induk Kependudukan

Penerapan berbasis

[
Secara NaSional. ~ Sementara itu implementasi
program esKTP di Kabupaten Melawi telah di 'atur
dalam Perapran Daerah Kabupaten Melawi Nomor: 4

Tahun 2011'hTentang Administrasi Kependudukan.
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program e-KTP belum maksimal terutama dalam
pencapaian target. Dengan adanya permasalahan ini
kiranya perlu dilakukan penelitian dengan judul
Implementasi
Elektronik (e-KTP) di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi.

Program Kartu Tanda Penduduk

2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan permasalahan tertuang

yang
dalam fokus penelitian maka rumusan permasalahan
dzﬂ&m-penelltlan ini yaitu : Mengapa implementasi

program e- KTJI? .di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten MeIaW| belum berhasil
secara maksimal ?: -
3. Tujuan Penelitian .

Adapun tujuan daripada penelitian |n|*a,dalah
1. MengL_mgkapkan bagaimana .proses |mpleme.g‘ta5|
Kependudukan dan

program e-KTP di Dina-

““Pghcatatan Sipil Kabupaten Melawi. %‘
— ' |
Ez—untuk mendeskripsikan faktor-faktor apa saja ya{Hg

f rﬂenyebabkan implementasi program e-KTP di

BerdasarkanLL data yang  dikutip dan.J “I‘“lnas Kependudukan dan Peneatatan élpll
http://pontianak.tribunnews.com Dlnas ‘.l' abupaten Melawi belum berhasil ~ secara
. v
Sipil Kabupaten" b imal. J

kependudukan'gan Pencatatan
Melawi tidak bisa__ mencapai target perekaman e-KTP
100 persen hlnggékakhlr tahun 2012 Dari 137 116
warga wajib e- KTP“dI wilayah tersebut, baru 65
persen warga yang melakukan rekam e KTP. Ma5|h
ada sekitar 35 persen Warga yang belum melakukan
perekaman data. Sementara ltu berdasarkan hasil pre
survey peneliti
perekaman data masih di temukan masalah yang
mengakibatkan terhambatnya perekaman data baik
dari segi aparat, masyarakat maupun peralatan yang
digunakan dalam perekaman data e-KTP .
yang
pengimplementasian

Berdasarkan data diperoleh

mengindikasikan bahwa
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2‘,\& Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis J
Penelitian ini diharapkan bisa m’émberikan

khazanah ilmu F.”' pengetahuan

kon:cribusi bagi

khusijsnya di bidangilmu emeriﬁtahan sehingga

dapat membantu memperka Ja‘konsep serta teori

melihat bahwa dalam “kegiatanes..dalam-mempelajari- ifmu pemermtahan

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan
kontribusi bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Melawi

Kabupaten dalam pelaksanaan

implementasi program e-KTP.
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B. TEORI DAN METODOLOGI

1. Teori
KTP Elektronik

kependudukan yang memuat sistem keamanan /

adalah dokumen
pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun

teknologi informasi dengan berbasis pada database
kependudukan nasional. United Nation dalam Wahab
(2012:9)

pedoman untuk bertindak, pedoman itu bisa saja

menyatakan bahwa kebijakan adalah

amat sederhana atau kompleks, bersifat umum ,atau""

khusus, luas atau sempit, kabur atau _[g]a‘s"ﬂmggar
atau terperinci, publik atau prl\{at kebljakn dalam
maknanya seperti itu mungki’ﬁ erupa suatu deklarasi
mengenai suatu dasar,a’edoman bertlndak suatu arah
tindakan tertentu, Suatu program mengenal aktivitas-
aktivitas tertentu atau suatu rencana. Sementara |tu
Carl Frledﬁch dalam Wahab ( 2012:9 ) menyatakan
bahwa keb?;akan itu ialah suatu tindakan yang

mengarah pada tujuan yang diusul *an oleh sesorang,
kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu
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mengandung makna bahwa kebijakn publik tersebut
dibuat olen badan pemerintah bukan organisasi
swasta, kebijakan publik menyangkut pilihan yang
harus dilakukan atau tidak  dilakukan oleh badan
pemerintah. Sementar itu James E. Anderson
(1979:3) dalam Subarsono (2005:2) mendefinisikan
kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan
oleh badan-badan dan aparat pemerintah
Nugroho (2011:158) mengemukakan bahwa
ada empat kegiatan pokok yang berkenaan dengan
kebijakan publik, yaitu :
1. Perumusan masalah
B “Implementasi kebijakan
3. Evaluasn’Reb.uakan
4. Revisi kebuakan‘yan,g merupakan perumusan
kembali dari kebijakan. :““x
Dalam suatu-kebijak n publlk melementa5|
kebijakan merupakan tahapan 'yang pallng pentlng
Kebljakarr yang telah ditetapkan harus sugera

diimplementasikan agar kebijakan+ tersebut dapat

-_b@anfaat-dan mempunyai tujuan yang jelas. Riplpy

tdan Franklin (dalam Winarno, 2012:148) menyatakan
'bah a implementasi adalah apa yang terjadi seteldh

sehubungan ttdengaln adanya hambatan-hambatan J |t1anq‘undang ditetapkan ya ‘g memberikan OtOT itas
,» kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu

mencapai tUJuan atau mewujudkan sasaran yang - yang
d||ng|nkan '-r‘1 Elggbarsono (2005:87) men ,atakan ada

o8
tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk\ w?gr

e’,ls-"‘keluaran nyata (tangible output).
“7banyak

sudah terbiasa terdedgar dikalangan masyarakat tak - dmplementasi kebuakan balk ang berS|fat individual

jarang kalangan akadem|5| dan kalangan professional Maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari

menyatakan bahwa kebi Jakan publik merupakan' suatu program, melibatkan upaya-upaya pohcy

sesuatu yang abstrak, tidak Jems~ - sosoknya kabur,

makers untuk mempengaruhmerrf!aku birokrat

tidak berkaitan langsung dengan kehidupan Sehari= pelaksana=agal bersedia memberikan pelayanan dan

hari dan lain sebagainya (Wahab,2012:1). Kebijakan
publik memang selalu mewarnai proses kehidupan
masyarakat sehingga masyarakat sebagai bagian dari
warga sistem politik yang ada di dunia akan selalu
terbawa kedalam pengaruh kebijakan publik. Adapun

definisi kebijakan publik menurut Thomas Dye
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mengatur  perilaku  kelompok Wahab
(2012:1250) menyatakan bahwa realita saat ini

sasaran.

menunjukan, implementasi kebijakan itu sejak awal
melibatkan sebuah proses rasional dan emosional
yang teramat kompleks sehingga pada akhrinya

implementasi suatu kebijakan akan memasuki ranah
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permasalahan yang konflik, keputusan-keputusan

yang pelik dan isu-isu

kebijakan

lainnya.

Governance, Jurnal llmu Pemerintahan
https://jurmafis.untan.ac.id

Berdasarkan judul penelitian yakni

implementasi program  e-KTP  di Dinas

publik membuat banyak ahli kebijakan membuat
suatu model pengimplementasian kebijakan antara
yang
diperkenalkan oleh Edwards terdapat empat variabel

lain  model implementasi  kebijakan
yang mempengaruhi kebijakan publik yaitu sebagai
berikut (Tangkilisan,2003:12-13):
1. Komunikasi. Agar implementasi menjadi efektif
maka mereka yang tanggungjawabnya adalah untuk
mengimplementasikan sebuah keputusan mesti tahu
apa yang seharusnya mereka kerjakan. —
2. Sumberdaya.Tidak menjadi soal bet dpar‘jefé's dan
konsisten komando |mplementa5|ﬂdan tidak
komando
yang
semua

menjadi  soal betapa .fakur tnya

: jueé

bertanggungjawap"ﬁdalam melaksanakan

ditransmisiskan personalia

kebijakan kgrihg sumberdaya untuk melakukan

sebuah pek_é’?jaan efektif, i'mplementasi tidak"qkan

efektif pula

3. Disposigi atau sikap dari implementor adalah
<

faktor kritigy ketiga di dalam pe "dekatan terhadap

studi |mpler£teta5| kebijakan publik. Cara dlmana,J

|mplementor ‘ ini melakuk : n seleksinya, 11‘
bagaimanapun }pga bergantung selbagian besar pada
disposisinya terhagap kebijakan.

4, Struktur Birokrasi; Jika sumberdaya yang cukup
untuk mengimpleme;n\tesikan sebuah_kebijakan ini -
ada dan para implemeptor tahu apa yang harus
dikerjakan dan ingin men’gerjakanrlya‘ implementasi
mungkin masih dicegah kareﬁakek.urangan dalam
struktur birokrasi. Sebagalmana
organisasional menyelenggarakan kebijakan dengan

standard operating procedure (SOP).

2. Metode Penelitian
a. JenisPenelitian
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~Berdasarkar

umt unit=

Melawi, maka penelitian ini merupakan jenis
penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik
analisis kualitatif. Jenis penelitian deskriptif dengan
menggunakan teknik analisis kualitatif digunakan
dengan maksud untuk memahami lebih mendalam
mengenai faktor yang mempengaruhi implementasi
e-KTP di

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

pada pelaksanaan program Dinas

Melawi .

i

- b.  Stbjek dan Objek Penelitian

Subjek darl*penelltlan ini yaitu beberapa pegawai
Sipil

namun cTaIam penelitian ini

Dinas Kependudukan"'..dan Pencatatan
Kabupaten Melawi,
peneliti menggunakan-tekhnik: purposwa sebagal
tekhnik penentuan informan. Tekhnik purposlve
merupakan teknik penent.an sampel dquan
(Sugiyono,2011:§§).
maka  subjek

'pénelitian- dalam penelitian ini yaitu Kepala Dinas

pertimbangans”  tertentu

tekhnik  purposive

'Kedendudukan dan Pencatatan Slpll Kabupaten
aw_l. Sekretaris, Kepala Bidang Kependudukan

iﬁl Qﬁnas Kependudukan dan Pencatatan S|p|I
upaften Melawi,Kepala -idang Informagl dan

é&alua& pada Dinas Kepend .dukan dan Peﬁcatatan

Sipil, staf pada - Bidang Kependudukan serta
. perwakilan’ masyarakat "
Objek dalam penelltlan ini yaitu mengenal
implementaSI program  e- K:,l'P di Dinas

Kependudukan dan Pen_ga‘tatan’sfbil Kabupaten

“Metawi= =

c.  Teknik Analisis Data
Adapun teknik analisis data yang digunakan

dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik

analisis model Miles and Huberman. Teknik analisis

data model Miles and Huberman vyaitu

berikut :

sebagai
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1. Data Reduction ( reduksi data )
Reduksi teknik
analisis data, Sugiyono (2011 :247) mengemukakan

data merupakan salah satu

bahwa mereduksi data berarti merangkum, memilih
hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang
penting serta dicari tema dan polanya.

2. Data Display ( penyajian data )

Penyajian data merupakan proses lebih lanjut
setelah proses reduksi data, menurut Sugiyono
(2011:2490) dalam penelitian kualitatif penyajian
data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat,

bagan, hubungan antar kategori, flawchart dan "

sejenisnya. -

3. Conclusion Drawing / verlflcatlon

Langkah terakhlrtdralam teknik analisis data
menurut Miles a_od Huberman yaltu conclusion
Sugi + ono (2011'252)
késimpulan yang
dlkemukakian masih _bersifat sementara, dan akan
berubah blya tidak dltemukan bukti-bukti yang ktat

yang dapat Pnendukung pada tahap pengumpulan data
berikutnya.. tl.

Drawing / \_/ﬁﬁfication.

menyatakan;" bahwa awal |

'
X

{, .6

C. HASIL PE.NELITIAN DAN PEMBAHASAN &5, !”r

Berdasarkan nasn penelitian terlihat bahwa model
kebijakan yang d:igpgkapkan oleh Edward |1l sangat
berpengaruh dalam"lpengimplementasian program e-
KTP di Dinas Kepeiﬁqydukan dan Pe:hcatatan:SipiI

.

Kabupaten Melawi. ! &
“‘ﬂ-.___
yang diterapKan.dalam

pengeimplementasian e-KTP di Dinas Kependudukan

1. Komunikasi
Komunikasi

dan Pencatatan Sipil sudah cukup baik, baik itu

mengenai transmisi, konsistensi dan kejelasannya.

Salah satu langkah komunikasi yang dilakukan pihak

Dinas Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil

Kabupaten Melawi yaitu dengan melakukan
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. Mei_ 2013 yang menyatakan bahwa :

S merupakan” ujung tombak kita di lapangan,
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sosialisasi dan  memberikan edaran  kepada
masyarakat mengenai penerapan kebijakan program
e-KTP. Sosialisasi ini diberikan dengan maksud agar
masyarakat memahami tentang program seperti apa
e-KTPitu apa saja manfaat yang dapat diperoleh
dengan di berlakukan kebijakan tersebut. Sosialisasi
ini diharapkan dapat membantu pihak Dinas
Sipil
menyebarkan informasi mengenai kebijakan e-KTP.
Menurut Edward Ill dalam (Winarno, 2012:178),

bahwa persyaratan pertama bagi implementasi yang

Kependudukan dan  Pencatatan dalam

efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan

.‘J"-l‘-

keputUsan, harus mengetahui
lakukan. Pihak brsdukcapll
dalam menerapkan kombmk SI kepada masyarakat
yang terlibat
ke uakan "s.,_

pa yang harus mereka
sudah sangat optimal
dalam

maupun” Kkepada. aparatur

pengimplementasian mengenai
pelaksanaarr e-KTP. Seperti- yang d'i\sa.mpaikan
Kepala Dinas Kependudukan ;dan Pencatatan” Slpll

Kabupaten MelaW| pada tang.al 27.-Mei 2013 »Kalni

“sudah melakukan sosialisasi ke 11 kecamatan tentang
1e=KTP sejak akhir 2011,selain itu kami=juga sudah
b ,

'merlyampaikan informasi m :lalui radio lokal dan

!
Pernyataan tersebutimenegaskan

l' t, Qdaran
Wa{ﬁalam hal komunikasi kepada masyarakat

k’ff)lsdukcapll sudah melakukan secara optlmal
c@ berkelanjutan. Hal senada juga di upékapkan
oleh Kepala Bidang Kependudukan pada tanggal 28
‘5" sebenarnya
2011 sampai 2012 .sudah kita beri mforma5| cuma
kan kita berjenjang jadi yang klta undang kan hanya
Kapala Desa dan Sekretarleresa karena ini yang
jadi
harapan kita mereka yang bagaimana menyampaikan
informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya
barang ini”. Berdasarkan pernyataan dari beberapa
bahwa dalam
e-KTP vyang di

laksanakan di Kabupaten Melawi komunikasi telah

informan sangat jelas

pengimplementasian  program
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dilakukan secara optimal baik itu komunikasi kepada

masyarakat maupun komunikasi antara Dinas
Kependudukan dan Pencatatn Sipil kepada pihak
kecamatan yang merupakan perpanjangan tangan dari
pihak dinas.

Selain komunikasi secara eksternal pihak Capil

juga telah melaksanakan komunikasi secara internal

baik itu dari pimpinan kepada bawahan, sesama memberikan

aparatur dan dari pihak capil kepada pihak kecamatan kebijakan publik. Selain sumber

hingga desa mengenai pengimplementasian program
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masyarakat untuk segera melakukan perekaman e-
KTP.
2. Sumber Daya

Sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam
pengimplementasian kebijakan, namun sumber daya
yang dibutuhkan juga harus merupakan sumber daya
yang benar-benar berkualitas yang mampu
sebuah

kontribusi  yang baik bagi

daya manusia,

sumber daya yang berupa peralatan juga sangat e-

KTP ini. Kepala Dinas telah berupaya diperlukan guna mendukung keberhasilan

mengerahkan aparatur dan bidang yang terkait
dengan pelaksanaan program e-KTP ini. Sepertiﬂ\{ang
diungkapakan Kepala Dinas Kependudtﬂsan’dgn

Sipil yang
menyatakan bahwa “ dalarrv"pé]aksanaan e—KTAP ini

Pencatatan Kabupatep' r»a"'l(;lelawi
kami sudah mengerapldr'{ masing-masing bidang
yang berkaitan ';de‘r;gan program “ini untuk dapat
melaksanakarll;ﬁf'ogram ini. denganibaik dan benar
sehingga tidak terjadi kendala yang menyulitkan”.
Dari perniiataan tersebut di per leh fakta bak;wa

implementasi kebijakan.

e

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di
Dinas Kepena‘lxdukan dan  Pencatatan  Sipil
Kabupaten  Melawi "‘pegelm melihat  bahwa

ketersedian sumber daya dalam peggimplementasian
kebijakan e-KTP masih menjadi kena‘aiaﬂyang cukup
sulit, baik_jm dari segi kualitas manusi!a" maupun
peralatannya. Untuk menunjang  terlaksananya
impleméntasi Kebijakan diperlukan sumber daya

manﬂ5|a yang baik dari s.gi kuantitas mauppn

pihak Caplr'telah melakukan komunikasi yang cukup ' Kiialitasnya. Dari segi kualitas maka«semestinya

baik mulai darl komunikasi sesama pihak pihak |mpleméntor' telah memahami dengan :jelas !

mplementor‘t sampai pada komunikasi kepada‘J

"
masyarakat. ]

instansi mengénal program e-KTP pihak Dlnas"'

Kependudukan :gdan Pencatatan  Sipil  sudah
memberikan informasi dalam bentuk edaran kepada
setiap Instansi Pem&{mtahan ma pun Bank untuk
menggunakan e-KTP%g, karena paday- tanggal 31
Desember 2013 dalam pefayanan apapun masyarakat

tidak akan dilayani apabila ménggunakan KTP lama.

Berkaitan dengan komunikasi antar ,,\

!
genai tugas dan  kewajibanya dalam

aﬁz}glr‘(ﬁ)lementaman program e-KTP ini, selam itu
m |émentor juga harus dapat memberikan strategl
lqlgusus untuk mengahapi kendala yang !mungkln
terjadi dalam proses pengimplementasian kebijakan
. Berdasarkan hasil pengamatan peneI|t| fenemukan
fakta bahwa dalam perekaman data e-KTP pihak
capll harus melakukan perekaman meleblhl jam kerja

yang ada, perekaman data e-KiFP terkadang

Seperti yang diungkapkan oleh Sekretarls “Dinag ﬂllakukar\’Sampal malam hari mengingat minimnya

Kependudukan dan Pencatatn Sipil yang menyatakan
bahwa “ kami sudah memberikan edaran agar setiap
instansi menyiapkan card rider agar pelayanan bisa
menggunakan e-KTP”. Sampai saat ini pihak Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap secara
memberikan  informasi

berkelanjutan kepada
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tenaga aparatur yang ada, seperti yang di sampaikan
oleh Staff pada Bidang Informasi dan Evaluasi yang
menyatakan bahwa “ jumlah  operator yang sedikit
mengharuskan untuk lembur  sampai malam hari,
karena banyak masyarakat yang mau melakukan

perekaman data ““. hal ini yang terkadang menjadi
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penghambat dalam pencapaian target yang telah
ditetapkan.

Sumber daya peralatan dalam hal ini berkaitan
yang
pengimplementasian e-KTP dirasakan masih kurang.

dengan  peralatan digunakan  dalam

Saat ini pihak Capil baru memiliki 2 unit alat

Governance, Jurnal llmu Pemerintahan
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dari sikap ketika memberikan pelayanan ketika akan
melaksanakan perekaman e-KTP. Selain itu terlihat
dari tidak adanya sikap nepotisme

ketika memberikan pelayanan dimana aparatur

berusaha untuk bertindak adil dan membiasakan

budaya antri bagi masyarakat yang akan melakukan

di Capil, 2 unit alat ini dirasakan masih belum cukup
untuk melayani masyarakat dengan jumlah yang
banyak. Selain itu dilihat dari segi kualitasnya alat
yang ada memiliki kualitas yang kurang baik karena
sekali kerusakan  yang

sering mengalami

menghambat proses perekaman e-KTP, sangat jgl_,as.---" “
Kependudukan — dam,__

bahwa faktor sumber daya .dafam

pengimplementasian program eK'T P dl Dlnas menyatakan bahwa
Kabupaten

Kependudukan dan Pengﬁtatan Sipil

yang cukup maksimal yaitu Selama hari kerja serta
berupaya bekerja dengan rasa ikhlas tanpa meminta
biaya dari masyarakat meskipun terkadang ada
beberapa aparatur yang terkesan kurang ramah. Hal
senada juga di ungkapkan oleh salah seorang
masyarakat yang melakukan  perekaman di Dinas

Sipil yang

oy
“Pelayafiap  dalam pembuatan e-

.

'"pernyataan informan

Pencatatan

KTP sudah bagus”. Dari

Melawi masih menjaqukendala dalam_pencapaian tersebut jelas bahwa tidak ada kendala dalan®* tataran

target terutama mengenal sumber daya manusia dan

peralatan. 'J-"

3. Disposisi‘; i ;
Menurdt Edward 11} (dalam  +idodo, 2008:i04)

menyatakarbi bahwa' “jika imple 1entasi kebijakan

) secara efektif dan efisien,

ingin berhasil para

pelaksana (|rlhplementators) tidak thanya mengetahm, J
apa Yyang harus dilakukan dan mempunyai | ,“

kemampuan um‘.uk melakukan kehijakan itu, tetapi o

mereka  harus s % mempunyai  kemauan  untuk

melaksanakan kebijquan tersebut”.

Oleh karena itu dallar‘e pelaksanaan. program e-KTP

kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut

mempengaruhi térlaksanaany

disposisi yang ada di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi. “
4. Struktur Birokrasi b
—Edward:’ Il (dalam  Widodo, 2008:1qﬁ)

Imenyatakan bahwa struktur ‘irokrasi.jini- mencakup
'asp&k -aspek seperti struktur organlsa5| pembaglan
| |\P‘lergepgan hubungan antara unit-unit organlsa5|
ydlg #a dalam organisasi yang bersangkutan' dan
ul ufigan organisasi dengan erganisasi luar Jan
sgl)agalnya Dalam pengimpl .mentasian program e-

KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

. Kabupaten Melawi salah., satu faktor _-@ang dapat

implementasi adalah

harus benar-benar ada, ép§bila tidak adanya' rasa struktur . birokrasi. “Pada dasarnya pelaksanaan suatu

kemauan yang tinggi maka H’aﬁya..g,kalrL merusak kebijakan bisa saja terhalang gje‘h,,straklfur—struktur

program tersebut dan tidak membuahkan fﬁsTyanU"— ‘organisasi™yang ‘ada. Menurut Edwards ( dalam

baik. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti bahwa
disposisi dalam pengimplementasian e-KTP di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Melawi sudah cukup baik. Aparatur telah

menunjukan sikap jujur dan komitmen yang tinggi

dalam pengimplementasian kebijakan, hal ini terlihat

Via Octiwi
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Winarno, 206:2012) ada dua karakteristik utama dari
birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-
ukuran dasar atau sering disebut sebagai Standard
Operating Procedures (SOP) dan Fragmentasi.
Berdasarkan hasil dokumentasi sangat jelas bahwa
pembagian tugas dan

kewenangan mengenai
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pengimplementasian program e-KTP bagi organisasi
telah di atur dalam Peraturan Bupati Melawi Nomor
39 Tahun 2001 Tentang Struktur Organisasi, Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi. Program e-
KTP ini di laksanakan oleh Bidang Kependudukan

dan Bidang Informasi dan Evaluasi.

Dimana telah melakukan perekaman.
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memberikan edaran, sosialisasi melalui radio lokal,
serta pemasangan spanduk.

Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil terus berupaya memberikan informasi kepada
masyarakat tentang penting dan wajibnya program e-
KTP sehingga masyarakat bisa dengan segera

Komunikasi dalam bentuk

terjadi pembagian wewenang dan tugas bagi tiap apapun sudah dilakukan pihak implementor dengan

Bidang. Berdasarkan hasil wawancara dapat di

simpulkan bahwa instansi yang melaksanakan
program e-KTP ini yaitu Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dan Pihak Kecamatan. Koordinasi
sering dilakukan oleh pihak Dinas dan kecamatan _.=*
karena dalam perekaman pihak dinas f.melglzukan
perekaman secara offline sementa;aﬁ' ihak kecamatan
secara online. F -~ '
Berdasarkan hasi[,w"é{\r/vancara -apat disimpulkan
bahwa dalam pemb%gian tugas. pihak implementor
sudah melak;anakannya dengan baik, hal |n| dl
Dlnas

pertegas J‘dengan pernyataan Kepala

Kependudﬁkan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Melawi yaag menyatakan bahwa ““ pembagian tugas
<

sudah kamluaksanakan dengan baik . Berdasarkan

hasil obser\/@5| peneliti melihat bahwa mengenai SOPJ

pihak Dmas: Kependudukan dan Pencatatan Slplﬁ
telah memlllkI;SOP yang sangat baik mengenal
prosedur pen{l‘:)uatan e-KTP.
\
D.PENUTUP

1. Kesimpulan LY

.

Berdasarkan hasil pe'nelitian maka penulis akan
memaparkan beberapa kesmﬁbiamsebagal berikut :
1. Komunikasi .

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah
melakukan berbagai upaya komunikasi kepada
masyarakat dengan melakukan berbagai kegiatan
antara lain melakukan sosialisasi ke 11 kecamatan
tahun 2011,

yang sudah dimulai sejak akhir

Via Octiwi
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P

. hanya. - memiliki

-

tujuan agar Kabupaten Melawi dapat segera

mencapai target perekaman yang telah ditetapkan.
2. Sumber Daya
Dalam pengimplementasian kebijakan program

I

e-KTPini, sumber daya sangat di butuhkan baik dari
segi kuantitas 'i’haupun kualitasnya. Pihak Dinas
Kependudukan dan Pen%tan sipil telah mengetahui
apa saja yang menjadi tanggu g jawab mereka dalam
pengimplementasian .e-KTP hanya X saja dalam
pelaksanaanya masih terkendala dengan terbatasnya
sumber daya yang dimiliki seperti pengetahuan’ yang

masih rendahsdari aparatur. Jumlah+~operator dalam

-perekarhan e-KTP masih kurang sehingga terkadalpg

Imenghambat perekaman apabila masya,rakat ramail
'daIsz melakukan perekaman. !
I1 Sumber daya peralatan juga menjadi ken|dala
Tgl [Iﬁlnas Kependudukan da Pencatatn Slpll dalam
e-KTP.

k! mengalami kerusakan yang membutuhke}ﬁ waktu

el gmfplementa3|an Peralatan 'serlng
lama dalam proses perbaikanya, dimana pihak capil
peralatan yang ter_h’iétas untuk
melakukan perékam;n —d—ata e-KTP kérusakan pada
peraiatan ini yang menyebabkan p,e'r'ekaman menjadi
terkendala. ‘ -.'f"r
"3 "Disposisi

Aparatur dalam pelaksanaan program e-KTP

-
-

sudah melaksanakan pekerjaanya dengan cukup baik,
aparatur berupaya untuk melayani dengan tulus agara
masyarakat bisa merasa dihargai dan tidak

memberikan komentar yang negatif kepada Dinas
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Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil dalam
pelaksanaan e-KTP.
4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam pengimplementasian
program e-KTP sudah cukup baik, pihak Capil telah
melakukan ~ pembagian-pembagian  tugas  dan
kewenangan dengan jelas antar bidang dalam
pengimplementasian program e-KTP ini. Standard
Oprating Procedures (SOP) juga sudah dimiliki

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sehingga

dalam  pengimplementasian  program  e-KTP
masyarakat bisa dengan mudah mengetahui
persyaratan dan prosedur dalam pembuatanya. t,,.:-f*‘

Berdasarkan analisis empat faktor tg};ebuf‘ di
atas, bahwa faktor yang menjadl kendala dalam

pencapaian target mplgmentam programs. e-KTP

adalah faktor sumber,d’aya yakni mengenai sumber
daya manusia dag_],sﬁmber daya peralatan yang ada di

Dinas Keplepﬂudukan .dan encatatan  Sipil

Kabupaten,f\';lelawi.

2. SARAN|
Berdas‘;rkan késimpulan dari hasil penelitian,

peneliti r;emberikan beberapa

saran agar

pengimpleméptasian program e-KTP di Dlnas‘,J l

r

KependudukaF) dan Pencatatan Sipil Kabupaten f

.-‘

Melawi bisa m&pcapai target yang lebih baik :
.

1. Faktor sumber’daya sangat berperan penting untuk
itu perlu adanya p’e'fhatian khusus dari pihak I?inas
Kependudukan dan‘*fgencatatan Sip!l untuk” lebih
meningkatkan pema;haman dan ! pengetahuan

aparatur dalam penglmplefq_entaSIan program e-

KTP melalui kegiatan- keglatan bimitek...dan__

kegiatan lainya

2. Sumber daya peralatan juga harus lebih di

perhatikan, pihak Capil harus benar-benar
memperhatikan Kkesiapan peralatan dan apabila
terjadi  kerusakan harus segera melakukan

perbaikan agar tidak menghambat ketika

Via Octiwi
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melakukan perekaman serta berupaya
meminimalisir terjadinya kerusakan pada peralatan
rekam data e-KTP.

3. Dalam penggunaan alat aparatur harus lebih peka
berhati-hati dan harus menimbulkan rasa memiliki
yang tinggi terhadap peralatan.

4. Perlu adanya pemahaman lebih mendalam lagi
bagi setiap aparatur mengenai pembagian

kewenangan yang diberikan sehingga aparatur

bisa menguasai tugas yang diberikan kepadanya.

Selain itu Standard Operating Procedures (SOP)

yang sudah ada juga harus lebih di taati bukan

Hlﬁanya darl masyarakat saja tetapi pihak
mplementor‘]ugq _i]grus mentaati SOP yang sudah
ada. e

5. Perlu “adanya rekomendasn ‘dari  pihak  Dinas

Kependudukan dan Pencatatan .Sipi,l_ Kabupaten
Melawi.;'kepada Badan Kepegawai?efﬁ-.;_‘Daerah
setempét untuk memba tu dalam mengatas‘i\
persdalan‘.k‘ekurangan tenaga khususnya dalan‘i"
- jengimplementasian program e-KTP di Dinas&
ﬂependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Il/IeIaW| !

'4 etérbatasan Penelitian J
‘. lam melaksanakan penelitian penelltr telah

bﬂupaya semaksimal mungkin agar penelitian ini

':\

b-fga menjadi penelitian yang bermanfaat kedepanya

bagi siapa saja yang mem.butuhkan. Dala5n penelltlan

ini peneliti “menyadari “b-hwa masih banyak
kekurangan.dalam melakukar anali.si'; data, dimana
peneliti merasakan banyaknya ke{erbatasan yakni
_mengenai_minimnya* \ﬁaT(tu yang dimiliki setiap
informan sehingga sulit bagi peneliti untuk bertemu
serta masih minimnya kemampuan peneliti dalam
melakukan analisis data secara tuntas. Selain itu
apabila terdapat keterbatasan dalam hal hasil
wawancara, observasi dan dokumentasi maka peneliti

berharap agar pembaca memaklumi.
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